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PROVINSI JAWA TIIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNG」AWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)

undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintatran Daerah sebagaimapa telah beberapa kali
diubah teraktrir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor
23 Tahun 2or4 tenta,g pemerintahan Daeratr, Kepara
Daerah menyampaikan Ra,cangan peraturan Daeratr
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri raporan keuangan yang teratr
diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paring lambat 6
(enam) bulan setelah tatrun anggaran berakhir;
bahwa pertanggungiawaban peraksanaa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan
Daerah tenta,g pertanggungiawaban per,aksanaan Anggaran
Pendapatan da' Betanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun
Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Repubrik Indonesia
Tahun l94S;
undang-undang Nomor 12 Tahun rgso tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

b.
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3。

Pnopinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun f95O Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 tentang Perubatran

Batas Wilayatr Kotapra-ia Surabaya dan Dati II Surabaya

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daeratr-daeratr l(ahupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daeratr

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

273Al,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1999 Nomor 75, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang
Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang'Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

aao0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambatran
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintatr hrsat dan Pemerintahan
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAA4
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9。

Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daeratr dan Retribusi Daeratr (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 130, Tambatran I.embararr

Itlegara Repuhlik Indonesia Nomor 50a9h

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1L tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Iembaran Negara Republik lrrdonesia Tahun 2Al4 Nomor 7,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambatran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatr

beberapa kali diuhatr terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a028l;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 90, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44161 sebagaimana telah beberapa kali diubah
teraktrir dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 2l Tahun
2OOT tentang Perubatran Ketiga Atas Peraturan Pemerintatr

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
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15.

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTDl;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tatrun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 48,
Tambatran kmharan Negara Republik Indonesia Nomor

45021 sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan

Pemerintatr Nomor 74 Tatrua 2Ol2 tentang Perubatran Atas

Peraturan Pemerintatr Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ffia0);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daeratr (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tamhahan Iambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 65 Tahun 2OlO

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLO Nomor

110, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tatrun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daeralr (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
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21.

25, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6Lal;

Peraturan Pemerintatr Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr Kepada Pemerintatr,

la.poran Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daeratr

Kepada DPRD, dan Inforrna.si Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OOT Nomor 19, Tambatran
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2oo9 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2972:l;

Peraturan Pemerintalr Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I.embaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516l);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Iemharan Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l?g, Tambatran
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintatr Nomor 30 Tahun 20ll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52t91;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5 Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123 Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubatr
dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun
2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tatrun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57L71;

28. Peraturan Pemerintatr Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belaqia Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor lffi, Tambatran lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubatr dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tatrun
2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 569a);

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tatrun 2014 Tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2OlL Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr

sehagaimana teLah beberapa kali diuhah teraktrir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zl rahun 2oo7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja
Penu4iang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daeratr serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OOg

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
politik sebngaimana telatr diubatr dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tatrun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

\



Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan la.poran

Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2013 Nomor

681);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr

(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 20ll Nomor 4SO)

sebagaimana telatr diubatr beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L4 Tatrun 2016
tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tatrun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Elersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ot6 Nomor Sal);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gT Tahun ZOI+
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 680);

35. Peratgran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O1S

tentang Pembentukan Produk Hukum Daeratr (Berita Negara

Tahun 20f S Nomor 20361;

36. Peraturan Daeratr l(abupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2oo4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rat<yat Daeratr Ihbupaten
Magetan (kmbaran Daerah I(abupaten Magetan Tahun 2oo4
Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah t€rakhir
dengan Peraturan Daerah I(abupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2oor tentang Perubatran Ketiga Atas peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daeralr Ikbupaten Magetan Tatrun 2OOZ Nomor

6);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tatrun 2oo8
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr
(kmbaran Daeratr I(abupaten Magetan Tatrun 2OO8

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tatrun 2OL4 tentang
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Pembatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daeratr (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2OL4 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daeratr

Kabupaten Magetan Nomor 4O);

38. Pera,turan Daeralr Ihhupaten Magetan Nomor l0 Tatrun
2008 tentang Penyertaan Modat Pemerintah Kabupaten
Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
syariah Magetan (Lembaran Daeratr Kabupaten Magetan

Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah l(abupaten Magetan Nomor 2 Tatrun 201s
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor l0 Tahun 2008 tentang penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Magetan pada perseroan Terbatas
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tatrun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Magetan Nomor 44);

39. Peraturan Daeratr Ikbupaten Magetan Nomor 2 Tatrun 2oll
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan
(Iembaran Daeratr IGbupaten Magetan Tatrun 2oll
Nomor 2, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 1);

40. Peraturan Daeratr I(abupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2olt
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daeratr
Ifubupaten Magetan Tatrun 2olL Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tatrun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2Ol l Nomor 9);

42. Peraturan Daerah I(abupaten Magetan Nomor I Tahun 2ot2
tentang Retribusi Jasa umum (kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2oL2 Nomor 1) sebagaimana terah diubatr
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12

Tahun 2015 tentang Perubatran Atas peraturan Daeratr
Kabupaten Magetan Nomor I Tatrun 2oL2 tentang Retribusi

' Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 46);
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tatrun 2Ol2 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daeratr I(abupaten Magetan Nomor 13

Tahun 2015 tentang Perubatran Atas Peraturan Daeratr
I(abupaten Magetan Nomor I Tatrun 2Al2 tentang Retribusi
Jasa Usaha (kmbaran Daeralr Kabupaten Magetan Tahun
2015 Nomor T, Tambatran Iembaran Daerah l(abupaten
Magetan Nomor 47);

44- Peraturan Daerah IGbupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman penyertaan Modal Daeratr (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2ol2 Nomor z,
Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor lg);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2}ls
tentang Pembentukan Peraturan Daeratr (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2ol3 Nomor 1, Tambahan
Iembaran Daeratr Nomor 35);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor lo rahun
2OI4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belagja Daeratr
Tahun Anggaran 20ls (I^emhran Daerah Ifubupaten
Magetan Tahun 2Ol4 Nomor 11);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I 1 Tatrun
2015 tentang Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH IGBUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELAN」 A
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
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Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. la,poran Perubahan Sa]do Anggaran L€bih
c. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus I(as

f. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Catatan atas la.poran Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan
keuangan Badan usatra Milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf a Tatrun Anggaran ZOLS seb"gai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1 .544.922.313.562,30
b. Belanja dan Transfer Rp. 1.589.421.032.g24.09

Surplus/(defisit ) Rp.(44.49S.T24.Ztt,Tgl
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 236.769.996.662,g4
- Pengeluaran Rp. 25.285.000.000.00

Surplus/(defisit) Rp.2t1.4g4.9g6.662,94
d. Sisa I€bih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) Rp. 166.99f .262.3S1,0s

Pasal 3

uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

(1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
56.671 .367.690,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. l.601.S9g.6gt.2S3,OO
b. Realisasi Rp. 1.5a4.927.313.562.30

Selisih lebih/(kurang) Rp. 56.621.362.690,20
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(2〕 Seusih anxaran dengan reaHmsi beLuJa sttunllah

219。 981.651.859,75)dengan mcian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja

setelah perubahan

b. Realisasi

(Rp.

Selisih le血 ノ(kurangl (Rp. 219。981.651.859,75}

{3)Seusih anggaran dengan realisasi surplus/deFlsit ttumlah

Rp.163.310.284。 169,05 dengan l■nclan sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit )

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurangl  Rp. 163.310.284。 169,05

(4)SeliSih anggaran dengan realisasi penerimaan pem…

seJudah (Rp. 904。 021.818,00) dengan rincian sebagai

berikut:

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan

b. Realisasi

Rp.  29.870.000.000,00

Ro.  25。285,000.000。 Oo

Rp. 1.809。402.689。 733,84

Rp. 1.589。421.037.874909

(Rp. 207.804.008.480,84}

Rp.   144.493.724.311,79〕

Rp. 237.674.008.480,84

Ro. 236.769。 986.662.84

Selisih lebih/(kurangl(Rp. 9o4.021.818,00)

(5)SeliSih anggaran dengan reausasl pengeluaran pembiayaan

seJumlah (Rp. 4.585.000.000,00) dengan rincian sebagai

berikut:
a. Anggaranpengeluaran

pembiayaan setelatr

perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurangl (Rp.  4。 585.000.000,00〕

(6)Seusih angaran dengan realisasi pembiayaan netO seJunllah

(Rp.3.680。 978.182,00)dengan mcian seba鬱通beHkut:
ao An3aran pembttym neto

setelah perubahan        Rp. 207.804.008.480,84

bo Realsasi                Ro. 211.484.986.662.84

Sdisih lebih/(kurangl(Rp. 3.680。 978.182,00)
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Pasal 4

la.poran Perubatran Saldo Anggaran L€bih sebagaimana

dimaksud pada Pasal I huruf b per 31 Desember 2015 sebagai

berikut:
a. Saldo Anggaran L€bih Awal Rp. 223.224.008.480,84

b. Penggunaan Saldo Arrggaran Rp. 223.224.OO8.480,84

L€bih

Sisa Rp.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 166.991.262.3S1,0s

Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp.

Tatrun Sebelumnya

e. Saldo Anggaran I€bih Akhir Rp. tGO.ggl.262.3S1,O5

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf c per 31

Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1.695.4G2.OT5.281,S8

b. Jumlah Kewajiban Rp. 6.2TL.266.690,63
c. Jumlatr ekuitas dana Rp. 1.689.190.308.590,95

Pasal 6

Laporan operasiorr"l sefoagaimana dimaksud pada pasal I huruf
d per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. PendapatanOperasional Rp. 1.632.999.457.208,27

b. Beban Operasironal Rp. 1.525.ZA4.998.5Z5,66

c. Surplus / (Defisit) Operasional Rp. 10T.234.458.632,61

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e

untuk tatrun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
2015 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp. 223.224.008.480,84
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 194.754.444.395,50
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c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan (Rp. 239.2 48.L68.7O7,29!.

d. Arus kas dari aktivitas
pembiayaan (Rp. 1L.739.O21.818,00)

e. Arus kas dari alctivitas non

anggaran Rp. O,OO

f. Saldo kas aktrir per 31 Desember

tahun 2015 Rp. 166.991.262.351,05

Pasal 8

laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1

huruf f per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 3.063 .517.2GO.425,59

b. Surplus / Defisit - LO Rp. 107.294.458.632,61

c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp.

Kebiiakan/ Kesalatran Mendasar:

- Koreksi Nilai Persediaan Rp.

- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.

- Koreksi Ekuitas l.ainnya :

- Dampak Kumulatif (Rp. 1 .484.109.142.294,2T1
Perubahan Kebi$akan

- Dampak Kumulatif Rp. 2.547.731.2G7,22

Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp. 1.689. 190.308.590,95

Pasal 9

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1

huruf g Tatrun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
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Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.l 1

b. I^ampiran II

c. Lampiran III
d. lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. I"ampiran VII

Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintatran daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintatr

daerah, organisasi, prlogram dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daeratr dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan;

Daftar piutang daeratr;

Daftar penyertaan modal (investasi) daeratr;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambatran dan
pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai aktrir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daeratr dan obligasi

daeratr;

laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih ;

Neraca;

l.aporan Operasional ;

Laporan Arus I(as ;

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas I-a.poran Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasat

1 ayat (2) terdiri dari :

a. Ia.poran kinerja tercantum dalam Lampiran vII peraturan

Daerah ini.
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b. Ikhtiaar laponan keuangan Badan Usahe MiUk
Dacrah/kueahaan Dacratr tercarrhrm drlqm taFpiran VII
Feraturan Dacrah ini.

Pasal t2

Bupati mcnctedmn Ferattuan Bupati tentang Fenjabaran
nertang$ngiarraban Felaksanaan enggar8n Perdapatan dan
Bchqia Dacrah *bagai rincian lebitr lanjut dari
pe@ pelaksanaan engaran Fendapatan dan
Bela4ia Dacrah.

hsal 13

Peraarmn Daerah ini mulai bcrlakn pada ranggat diundangkan.
Agar sctiap ffang ffiretahuftlya, mm€rintahtran pgn8rudangan
Ferahrran Dacrah ini dagan peem@patennya delarq Icmbaran
Dacrah l(abupaffi ltegetan.

Oitctapfan di lrlagctan

padstansnl t9 Agusrus 2016

BI,'PATI MI\GBTAN,

Diundangfuan di },Iagstan

padatanggAl 25 Agustus

nto SEImmARIS

2016

KABUPATN Mm`}EttAN,

ヽ
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